BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERABARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAHSOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat
pengelola dan pegawai BLU di lingkungan
Pemerintah Daerah yang berasal dari Tenaga
Profesional Non Pegawai Negeri Sipil, maka
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok
Selatan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan
diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor S5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum

Daerah Solok Selatan;
gy




Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 4438,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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10.

Ll

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia =~ Nomor 507 2,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repunlik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
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12.

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repunlik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

T
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17.

18.

19;

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
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23.

24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes
/SKIII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah  serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
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Menetapkan

Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR S5 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SOLOK SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan

Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Sebelum di angkat menjadi Pegawai Non ASN BLUD RSUD Solok Selatan,

pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani

Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja yang bermaterai cukup.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara

tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pegawai yang telah
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(5

dinyatakan lulus seleksi yang isinya memuat:

a. indentitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

c. jenis pekerjaan;

d. besaran upah;

e. jangka waktu perjanjian kerja;

f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

g. pemutusan Perjanjian kerja; dan

h. tanda tangan para pihak diketahui Sekretaris Daerah;

Jangka waktu perjanjian kerja BLUD RSUD dengan Pegawai Non ASN
BLUD RSUD Solok Selatan di tetapkan minimal selama 10 (sepuluh)
bulan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang
berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Untuk kelangkaan profesi dapat diberikan perjanjian kerja dengan waktu

yang tidak ditentukan atau perjanjian kerja pegawai tetap.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pegawai Non ASN BLUD RSUD berhenti dari tugasnya, apabila :

telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja;

telah mencapai usia 58 tahun;

mengajukan permohonan berhenti bekerja;

terpenuhi atau dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(4);

meninggal dunia; dan/ atau

diputuskan kontrak secara sepihak oleh Direktur dengan sesuatu alasan
atau pertimbangan lain sebagai berikut:

1. kinerja pegawai tidak sesuai dengan standar;

2. kondisi kebutuhan pegawai RSUD Solok Selatan; dan/atau

3. disiplin Pegawai




PASAL 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok
Selatan.
Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 24 Janvari/ 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

—
\ "™ KHAIRUNAS

Diundangkan di PadangAro
pada tanggal 24 JAAUAR) 2022
SEKRETARIS DAERAH SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 11




